
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan
yang ingin dicapai sesuai amanat Pancasila sila kelima dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 alinea keempat dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan
hidup di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu
dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggungjawab
sosial perusahaan dengan kewenangan yang jelas,
akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna,
dan berhasil guna;

c. bahwa untuk memberikan arah landasan, dan kepastian
hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam
pengelolaan tanggungjawab sosial perusahaan, maka
diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan
pengelolaan tanggungjawab sosial perusahaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 694).
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Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat;

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai untuk penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen
perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi
perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun
masyarakat pada umumnya;

7. Lembaga adalah lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan yang bukan merupakan lembaga pemerintah
dan selanjutnya disebut dengan Badan;

8. Badan adalah Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan BPTSP;

9. Pengelolaan meliputi serangkaian kegiatan pendataan
perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan
pendistribusian dana tanggung jawab sosial dan
lingkungan;
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10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan
hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

11. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah
Kabupaten Kotawaringin Barat;

12. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan
dana yang didapat dari keuntungan bersih perusahaan yang
berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai bentuk
tanggung jawab sosial perusahaan;

13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam
modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah
Negara Republik Indonesia;

14. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha
yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;

15. Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan,
adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya;

16. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah:
a. untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan

sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya
masyarakat setempat sebagai tanggung jawab sosial
perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. untuk mengkoordinasi dan mengakomodasi
penyelenggaraaan tanggung jawab sosial perusahaan di
Kabupaten Kotawaringin Barat;

c. badan usaha yang berdomisili dan atau melaksanakan
kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Kotawaringin
Barat baik sebagai kantor cabang, anak perusahaan atau
pusat wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan
lingkungan serta kemitraan dan bina lingkungan di
Kabupaten Kotawaringin Barat.
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Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk:
a. perusahaan yang menjalankan usahanya baik yang

berdampak maupun tidak berdampak di masyarakat secara
sosial maupun lingkungan;

b. menyelenggarakan pengelolaan tanggung jawab sosial
perusahaan;

c. membentuk badan pengelola tanggung jawab sosial
perusahaan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 4

(1) Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan
tanggung jawab sosial perusahaan.

(2) Setiap penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menjalankan
usahanya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 5

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
Kabupaten Kotawaringin Barat pada bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(4) Perusahaan yang bukan perseroan terbatas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kewajiban
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 6

(1) BUMN yang menjalankan usahanya di Kabupaten
Kotawaringin Barat dapat menyisihkan sebagian laba
bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi
serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.


